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Abstrak
 

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, telah terjadi

perubahan mendasar mengenai pengetahuan hubungan Pusat dan Daerah, khususnya di bidang Administrasi

Pemerintahan rnaupun dalam hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang dikenal sebagai

Otonomi Daerah.

Dalam era Otonomi Daerah yang sekarang ini, Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar untuk

mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Tujuannya antara lain adalah untuk lebih mendekatkan

pelayanan pemerintah kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk memantau dan mengontrol

penggunaan dana yang bersumber dari. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selain untuk

menciptakan persaingan yang sehat antara daerah dan mendorong timbulnya inovasi.

Penyusunan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 yang

kemudian keduanya dikenal sebagai Undang-undang otonomi Daerah, adalah dalam rangka mewujudkan

pemerintahan daerah yang efisien, efektif, akuntabel.

Hal ini dapat diperhatikan dalam penjelasan Undangundang tersebut yang menyatakan bahwa

penyelenggaraan otonomi daerah bertujuan untuk peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat

yang semakin baik, pengembangan kehidupan demokratis, keadilan dan pemerataan serta pemeliharaan

hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan otonomi daerah perlu ada dukungan berupa kewenangan yang luas, nyata dan

bertanggung jawab di daerah secara proporsional yang diwujudkan dengan pengkturan pembagian dan

pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, Berta perimbangan keuangan antara pemerintah pusat

dan daerah. Sumber pembiayaan pemerintahan daerah dalam rangka perimbangan keuangan pemerintah

pusat dan daerah dilaksanakan atas	dasar	desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

Konsekuensi dari penyerahan kewenangan yang demikian besar sudah barang tentu adalah tanggung jawab

yang semakin besar pula terutama dalam hal penyelenggaraan seluruh kewenangan sehingga pemberdayaan,

kreativitas dan inovasi menjadi kata kunci bagi setiap daerah otonom.

Kecuali dari dana perimbangan ataupun dana yang dikeluarkan Pemerintah Pusat, Daerah harus mampu

mencari sumber-sumber pembiayaan melalui Sumber-sumber Pendapatan Daerah termasuk Pendapatan Asli

Daerah. Disinilah sebenarnya terletak peluang bagi Pemerintah Daerah untuk mengoptimalkan pendapatan

melalui salah satu Sumber Pendapatan Asia. Daerah (PAD) yaitu aset daerah. Penyerahan kewenagan yang

berimplikasi pada membengkaknya aset daerah di satu sisi dapat menguntungkan Pemerintah Daerah,

namun di sisi lain dapat menjadi beban bagi pemerintah jika tidak dikelola dengan baik.

Disinilah letak perlunya pengelolaan aset daerah secara hati-hati dan baik. Karena tak jarang dijumpai

adanya pengelolaan aset seperti aset properti (tanah, bangunan dan infrastruktur) yang pada umumnya
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merugikan. Tantangan bagi Pemerintah Daerah untuk mengelola dan memastikan agar aset Pemerintah

Daerah tidak lagi menjadi beban keuangan, tapi sebaliknya menjadi sumber pendapatan.

Oleh karena itu, diharapkan dengan adanya pelimpahan kewenangan yang telah diberikan sebagaimana

diamanatkan dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1999, maka dalam rangka memenuhi dari segi

pembiayaan yang digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas di bidang pemerintahan tersebut,

dapat terpenuhi dengan adanya kewenangan pemerintah daerah mencari sumber-sumber pembiayaan lain

untuk pelaksanaannya yang didukung oleh perangkat peraturan Perundang-undangan Daerah yang

berkenaan dengan hal dimaksud, terutama yang berkenaan dengan kerjasama dengan pihak ketiga, sehingga

dapat mencapai hasil yang optimal, baik dari segi pemanfaatan aset maupun pemasukan terhadap

pendapatan daerah.


